[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung atas Sistem Pengendalian Intern yang
merekomendasikan penetapan kebijakan akuntansi terkait
metode penyusutan atas kapitalisasi pengeluaran yang
menambah nilai buku aset tetap yang bersangkutan serta
kebijakan akuntansi terkait nilai perolehan yang dapat
menambah masa manfaat, maka perlu disesuaikan dengan
Peraturan Bupati yang telah ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung
Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




10.

Ll

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




Menetapkan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 899);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.




Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor
35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 49),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 187 pada Lampiran diubah sebagai berikut:

187. pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai
metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.
Metode penyusutan yang digunakan harus dapat
menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa (service potentiall yang akan mengalir ke
pemerintah;

b. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus
ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode
sekarang dan yang akan datang harus dilakukan
penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak
perolehan aset tetap dimaksud;

c. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana
terlihat pada tabel di bawah ini:

Masa
Kodefikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 3 ASET TETAP
1 |3 |2 Peralatan dan Mesin
1 3 12 101 | Alat-Alat Besar Darat 10
1 |3 |2 |02 |Alat-Alat Besar Apung 8
1 3 |2 |03 | Alat-alat Bantu T
1 |3 |2 |04 |Alat Angkutan  Darat 7
Bermotor
1 |3 [2 |05 |Alat Angkutan Berat Tak 2
Bermotor
1 3 |2 |06 (Alat Angkut Apung 10
Bermotor
1 |3 |2 |07 |Alat Angkut Apung Tak 3
Bermotor
1 [3 |2 |08 |Alat Angkut Bermotor 20
Udara
3 |2 |09 | Alat Bengkel Bermesin 10
3 |2 |10 | Alat Bengkel Tak Bermesin S
3 |2 11 | Alat Ukur 5




1 |3 [2 |12 | Alat Pengolahan Pertanian 4
1 |3 |2 |13 |Alat Pemeliharaan 4
Tanaman/Alat Penyimpan
Pertanian
1 131 2|14} Alat Kantor S
1 | 3 | 2 |15 | Alat Rumah Tangga S
1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer 4
1 {3 | 2|17 | Mea dan Kursi Kerja/ 5
Rapat Pejabat
1 | 3| 2 |18 |Alat Studio S5
1 | 3| 2 |19 |Alat Komunikasi S
1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar 10
1 | 3 | 2 |21 |Alat Kedokteran S
1 | 3 | 2 {22 |Alat Kesehatan S
1 | 3 | 2 |23 | Unit-Unit Laboratorium 8
1 |3 ] 2 |24]|Alat Peraga /Praktek 10
Sekolah
1 | 3| 2 [25]|Unit Alat Laboratorium 15
Kimia Nuklir
1 | 3| 2 |26 |Alat Laboratorium Fisika 15
Nuklir/Elektronika
1 | 3| 2 |27 |Alat Proteksi Radiasi/ 10
Proteksi Lingkungan
1 [ 3 | 2 |28 |Radiation Aplication and 10
Non Destructive Testing
Laboratory (BATAM)
1|3 | 2 |29]Alat Laboratorium 7
Lingkungan Hidup
1 | 3| 2 |30]|Peralatan Laboratorium 15
Hidrodinamika
3 | 2 | 31 | Senjata Api 10
3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata 3
Api
1 |3 | 2 |33]Alat Keamanan dan 7]
Perlindungan
1 [ 3] 3 Gedung dan Bangunan
1 | 3| 3 |01 |Bangunan Gedung Tempat 50
Kerja
1 | 3| 3 |02 |Bangunan Gedung Tempat S0
Tinggal
1 | 3 | 3 | 03 |Bangunan Menara 40
1 ] 3 | 3 |04 | Bangunan Bersejarah S0
1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan 50
1] 3] 3 |06 ]Candi 50
1 | 3| 3 |07 | Monumen/Bangunan 50
Bersejarah
1 [ 3 | 3 |08 |Tugu Peringatan Lain 50
1 [ 3 | 3 |09 |Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu S50




d. untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan

€.

1| 3| 3 |11 |Rambu-Rambu Lalu 50
Lintas Udara
1|1 3] 4 Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
1131 4 101]Jdalan 10
1 | 3 [ 4 |02 |Jembatan 50
1 | 3 | 4 ] 03 | Bangunan Air Irigasi 50
1 | 3| 4 |04 |Bangunan Air Pasang 50
Surut
1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa 25
1|3 | 4 | 06 |Bangunan Pengaman 10
Sungai dan
Penanggulangan Bencana
Alam
1 | 3| 4 |07 |Bangunan Pengembangan 30
Sumber Air dan Air Tanah
1 | 3| 4 |08 |Bangunan Air Bersih/ 40
Baku
3 | 4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
3 | 4 | 10 | Bangunan Air 40
3 | 4 |11 |Instalasi Air Minum/Air 30
Bersih
1 | 3 | 4 |12 |Instalasi Air Kotor 30
1| 3| 4 |13 |Instalasi Pengolahan 10
Sampah
1 | 3| 4 | 14 |Instalasi Pengolahan 10
Bahan Bangunan
1 {3 | 4 |15 |Instalasi Pembangkit 40
Listrik
1 | 3| 4 |16 |Instalasi Gardu Listrik 40
1 | 3 | 4 |17 | Instalasi Pertahanan 30
1 1 3 [ 4 |18 |Instalasi Gas 30
1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman 20
1 [ 3 | 4 |20 |Jaringan Air Minum 30
1 { 3 | 4 {21 |Jaringan Listrik 40
1 | 3 | 4 |22 |Jaringan Telepon 20
1 { 3 | 4 |23 |Jaringan Gas 30
04 | 16 | 05 | 01 | Jaringan Lainnya 20
05 ] 18 | 01 | 03 | Alat Kesenian <
05| 18 | 01 | 04 | Alat Olah Raga <
05 | 18 | 02 | 02 | Alat Olah Raga Air <
05 | 18 | 02 | 03 | Alat Olah Raga Udara <
05 | 18 | 02 | 04 | Alat Olah Raga Lainnya 4

secara bulanan;

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode
garis lurus (straight line method), dimana metode ini
menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing

periode dengan jumlah yang sama;




Metode garis lurus atau straight line method adalah
metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu
sama dari tiap periode akuntansi selama umur
ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini
dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang
paling mudah dan sederhana;

Untuk Perhitungan Aset tetap yang diperoleh sebelum
adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan sejak awal
tahun buku. Sedangkan untuk Perhitungan Aset Tetap
yang diperoleh setelah adanya penambahan kapitalisasi,
disusutkan di tahun buku berkenaan;

. Terhadap aset tetap yang dilakukan
renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa
manfaatnya  ditetapkan  berdasarkan  persentase
pengeluaran dengan  ketentuan tidak melebihi
maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai
perolehan awal aset;

Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau
mengganti dengan yang baik dengan maksud
meningkatkan kualitas atau kapasitas;

Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak
dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
Renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana dimaksud
pada huruf h dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak
menambah umur ekonomis, namun hanya menambah
nilai ekonomis dan/atau kapasitas dan/atau volume
aset yang direnovasi;

Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis
sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka masa
manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk;
dan

. Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud huruf1
sesuai tabel di bawah ini:

Masa Manfaat
Persentase
_ Renovasi/Restorasi/Overhaul
Uraian Masa dari Nilai Perolehan
Manfaat (Diluar Penyusutan)
Awal >50%
s.d 50% s.d >100%
100%
Kelompok 1 2 0 1 2
Kelompok 2 4 1 £ 4
Kelompok 3 S 2 3 5)
Kelompok 4 8 3 6 8
Kelompok 5 10 4 8 10
Kelompok 6 20 8 15 20




2. Ketentuan angka 210 pada Lampiran diubah sebagai berikut:

210. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap
lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

a.

Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan
biaya perizinan;

Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola
berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya
maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per
tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai
kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan
masa manfaatnya.

3. Ketentuan angka 241 pada Lampiran diubah sebagai berikut:

241.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara
internal adalah:

a.

Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
memenuhi kriteria pengakuan;

Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak
Berwujud di kemudian hari;

Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan
software komputer, maka pengeluaran yang dapat
dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan
aplikasi;

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan,
yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk
memperoleh suatu Aset Tak Berwujud sehingga siap
untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau potensial yang melekat pada aset tersebut
akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut;

Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan
nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan
amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan
masa manfaat 5 tahun; dan

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai
bukunya.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
TKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 14




